
PEMERINTAII KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

NOMOR 5 TAHUN 2003 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR 

DAERAH . 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M A I U ESA 

BUPATI PACITAN 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, 

perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah; 

b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada hunif a diatas, 

maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah dengan memwngkan dalam Peraturan 

Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3041) jd Undang-imdang Nomor 43 Tahun 



1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

NegaraNoraor 3839); 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Femerintah Fusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Femerintah dan Femerintah Propinsi Daerah Dtonom ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabiqiaten / Kota; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota. 

Dengan Pcrsctajnan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

M E M U T U S K A N 

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 

DAN TATA KERJA KANTOR KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah in! yang dimaksud dengan; 



a Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paeitan yang 

terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom 

yang lain sebagaj badan eksekutif daerah; 

b. KepalaDaerahadalahBupatiPacitan; 

c. Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Paeitan sebagai badan legislali^ 

d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Paeitan; 

e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabiqraten 

Paeitan ; , 

£ Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, 

LembagaTeknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 

g. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung Jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri 

Sipil dalam rangka memiinpin suatu organisasi Pemerintalian; 

h. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri 

Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan 

tugasnya didasaiican pada keahlian dan atau ketrampilan serta 
i 

bers i^ mandiri. 

BAB I I 

PEMBENTUKAN 

• Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Kabupaten Paeitan: 

8. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil; 

b. Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektromk; 

c. Kantor Kesejahteraan Sosial; 

d. Kantor Kas Daerah; 

e. Kantor Informasi dan Komunikasi; 

£ Kantor Satuan Folisi Pamong Fraja; 

g. Kantor Pel^anan Ferijinan; 

h. Kantor Pendidikan dan Pelatihan; 

i . Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 



BAB i n 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

BasianPcrtama 

KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

Paragraf 1 

Kedadukaa,Tagai dan Funsii 

Pasal 3 

(1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menipakan unsur penunjang 

Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah; 

(2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas 

membantu Biqiali dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 

dalam bidang admtnistrasi kependudukan dan catatan s ipi l ; 

(3) Dalam melaksanctkan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal 

ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi: 

a. Penimusan kebijakan teknia dibidang administrasi kependudukan 

dan catatan s ip i l ; 

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 

Faragraf2 

Susunan Orsaniiai l 

Pasal 4 

(1) Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri 

dari : 

a. Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Administrasi Kependudukan; 

d. Seksi Pelayanan Akte Catatan Sipil; 

e. Seksi Pencatatan dan Pendataan Catatan Sipil; 

£ Kelonqiok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing - masing 

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 
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(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , dan ta&vpakm bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i ; 

(4) Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

Banian Kedna 

KANTOR ARSIP DAN PENGOLAH DATA ELEKTRONIK 

Paragraf 1 

Kedudukan, Tusai danFungii 

Pasal 5 

(1) Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik merupakan unsur 

penunjang Pemerintah K^upaten, dipiiiq)in oleb seorang Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah; 

(2) Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabiqiaten 

dalam bidang kearsipan dan pengolah data elektronik; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal 

ini, Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik menq>unyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang arsip dan pengolah data 

elektronik; 

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 

ParagrafZ 

' Suiuoao Organiiaii 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik 

terdiri dari: 

a. Kepala Kantor; 

h. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Kearsipan; 

d. Seksi Pengolah Data; 

e. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi; 

f Kelonpok Jabatan Fungsional. 
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(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing - masing 

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 

(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Pengolah Data 

Elaktronik . sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I , dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in). 

(4) Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

Bastan Kctifa 

KANTOR KES EJAHTER A A N S O S U L 

Paragraf 1 

Kedudi ikai i ,TBsa) danFunssi 

Pasal 7 

(1) Kantor Kesejahteraan Sosial menipakan unsur penunjang Femerintah 

Kabupaten, dipinqiin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerali. 

(2) Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabiq^aten dalam bidang 

kesejahteraan sosial. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 

Pasal ini, Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: 

a. Penimusan kebijakan teknis dibidapg kesejahteraan sosial; 

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten. 

Paragraf2 

Susunan OrgaoUatt 

Pasal 8 

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial terdiri dari: 

a. Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pemberd^aan Sosial; 

d. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; 

e. Seksi Bantuan dan Ferlindungan Sosial; 

C Kelompok Jabatan Fungsional. 



(2) Sub Bagian dipimpin oleb Kepala Sub Bagian dan masing - masing 

Seksi dipinpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

beilanggung jawab kepada Kepala Kantor; 

(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial seb^aimana 

tercantum dalam Lampiran I I I , dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i ; 

(4) Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. ' 

Bagian Kccmpat 

KANTOR KAS DAERAB 

Paragraf 1 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal? 

(1) Kantor Kas Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah 

Kabupaten, dipinqiin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepadaBiqiali melalui Sekretaris Daerah; 

(2) Kantor Kas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Kabiqiaten di bidang pengelolaan 

keuangan daerah; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 

pasal ini. Kantor Kas Daerah menq)unyai fungsi: 

a Perumusan kebijakan teknis dibidang Kas Daerah; 

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupatea 

Paragraf 2 

Susunao Organisasi 

Pasal 10 

(1) Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah teridlri dari: 

a. Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Fengeluaran; 

d Seksi Fenerimaan; 

e. Kelonq)ok Jabatan fungsional. 
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(2) Sub Bagian dipinq)in oleb Kepala Sub Bagian dan masing - masing 

Seksi dipinpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor; 

(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Z^anqiiran IV, dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i ; 

(4) Uraian tugas Std) Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Biqiali. 

Bagian Kelima 

KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Paragraf 1 

Kcdadakan,Tngai danFnngsi 

Pasal 11 

(1) Kantor Informasi dan Komunikasi menqiakan imsur penunjang 

Pemerintah Kabupaten, yang dipinqjin oleh seorang Kepala yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

. Sekretaris Daerah; 

(2) Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu 

Btpati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabipaten di bidang 

informasi dan komunikasi; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 

Pasal ini, Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi; 

b. Pel^anan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupalea 

Paragraf2 

SniuDanOrganiiasi 

Pasal 12 

(1) Susunan Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi terdiri dari: 

a Kepala Kantor; 

b. Sub Ba^an Tata Usaha; 

c. Seksi Hubungan Masyarakat dan Femberdayaan Informasi; 

d. Seksi Media Informasi; 

e. Seksi Proraosi dan Informasi Langsung; 



f Seksi Perpustakaan Daerah; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian dlpinpin oleh Kepala Sub Bagian dan jnasing - masing 

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor; 

(3) Bagan Susunan Organiasi Kantor Informasi dan Komunikasi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i ; 

(4) Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

Bagian Keenam 

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Paragraf 1 

Kedudukan, Tngai dan Fungii 

Pasall3 

(1) Kanfor Satuan Polisi Pamong Fraja merupakan unsur penunjang 

Pemerintah Kabupaten, dipinpin oleh seorang Kepala yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah; 

(2) Kantor Satuan Folisi Pamong Fraja mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang 

ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 

Fasal ini, Kantor Satuan Folisi Pamong Fraja menpunyai fungsi: 

a Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman, ketertiban 

dan penegakkan Peraturan Daerah; 

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 

Panigraf2 

Susunan Organisasi 

Pasal 14 

(1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 

a Kepala Kantor; 
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b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban; 

d. Seksi Pembinaan Operasional dan Fengawasan; 

e. Seksi Fenytdikan dan Fenindakan; 

£ Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing - masing 

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepadaKepalaKantor; 

(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Saluan Polisi Pamong Praja 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V I , dan merupakan bagtan 

yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah i n i ; 

(4) Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

ntglaDKetaJah 

KANTOR PELAYANAN PERUINAN 

Paragraf 1 

Kedudukan,Tugai danFungii 

Pasal 15 

(1) Kantor Pelayanan Ferijinan raerupakan unsur penunjang Pemerinfali 

. Kabiqiaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertiQiggung jawab kepadaBupati melalui Sekretaris Daerah; 

(2) Kantor Pelayanan Ferijinan mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang 

pelc^anan perijinan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 

Pasal ini, Kantor Pels^anan Ferijinan menqiunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perijinan ; 

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten. 

Paragraf 2 

SmunanOrganiiait 

Pasal 16 

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan terdiri dari: 
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a Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Fenerimaan; 

d Seksi Femrosesan dan Fenerbitan; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masmg - masing 

Seksi dipinqjin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Ferijinan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V I I , dan merupakan bagian yang tidak 

terpisah dari Peraturan Daerah ini. 

(4) Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

Baglim KedeUpan. 

KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Paragraf 1 

Kedudukan,Tugxi danFnngsi 

Pasal 17 

(1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang 

Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekr etai is 

Daerah; 

(2) Kantor Pendidilran dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabiqiaten dibidang 

pendidikan dan pelatihan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 

Fasal ini. Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan ; 

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten. 

Paragraf 2 

Susunan Organiiaii 

Pasal 18 

(1) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari: 
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a Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Diklat Jabatan; 

d. Seksi Diklat Teknis; 

c. Seksi Diklat Fungsional; 

£ Kelompok Jabatan Fimgsional. 

(2) Sub Bagtan dipinqrin oleh Kepala Sub Bagian dan masing - masing 

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 

(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V I I I , dan menq)akan bagian yang tidak 

terpisah dari Peraturan Daerah ini. 

(4) Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

Bagian KeiembUan 

KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

Paragraf 1 

Kedudulun, Tugas dan Fungil 

Pasal 19 

(1) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur penunjang 

Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah; 

(2) Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi menq)unyai tugas membantu 

Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dibidang 

tenaga kerja dan transmigrasi; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 

Pasal ini, KantorTenagaKerjadanTransmigrasi mempunyai fungsi: 

a Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaaii dan 

transmigrasi; 

b. Pelt^anan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupatea 

Paragraf2 

Susunan Organiiaii 
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Pasal 20 

(1) Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan TVansmigrasi terdiri 

dari : 

a. Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pengembangan SDM; 

d. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Keija; 

e. Seksi Fersyaratan Kerja dan Fengawasan Keija; 

£ Seksi Hubungan Industrial Kerja; 

g. Seksi Transmigrasi; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagtan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing - masing 

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 

(3) Bagan Susiuian Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran DC, dan merupakan bagian 

yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. 

(4) Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 21 

(1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan; . 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

, . dipimpinolehseorangtenagafungsional senioryangditunjuk; 

(3) JumIah Tenaga P\ingsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan kebuhihanan beban kerja; 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 

(1) i& atas, diatur berdasarican peraturan perundang - undangan yang 

berlaku; 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 

peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
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B A B V 

TATA KERJA 

Pasal 22 

Dalam hal pimpinan saluan organsisasi berhalangan melaksanakan 

tugasnya, tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pejabat 

yang ditunjuk oleh Bupati. 

Fasal 23 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap ptnq^tnan unit organisasi 

dan kelompok tenaga fungsional wajib mener^kan prinsip 

koordinasi, integritas, dan sinkronisasi balk dalam unit organisasi 

masing - masing maupun antar satuan organisasi laiimya sesuai 

dengan tugas masing - masing; 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membina dan mengawasi 

bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyinqiangan agar 

mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan 

perundang - undangan yang berlaku dan apablla dltemukan prestasi 

(melebihi fungsi tugas pokok) dijadikan catatan Normatif Daltar 

Penilaian Kepegawaian yang bersangkutan; 

(3) Setiap pinq)inaii satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi w ^ i b mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing - masing dan 

menytapkan laporan berkala tepat pada walctunya; 

(5) Setiap liqioran yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahannya 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 

laporan lebih lanjut dan untuk mendierikan petunjuk kepada 

bawahan dan tindak lanjutnya. 

BAB V I 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

D A L A M JABATAN 

Pasal 24 . 

(1) Kepala Kantor diangkat dan dibeihentikan oleh Bupati. 
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(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan 

diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan 

dari Bupati. 

BAB V I I 

PEMBIAYAAN 

Pasal 25 • 

Segala pembiayaan yang diperlukan untidc pelaksanaan tugas kedinasan 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain 

yang sah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

BAB V I I I 

PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal26 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Paeitan Nomor 5 Tahun 2001 beserta peraturan 

pelaksanaanya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 27 . ' ' 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai teknik pelaksanaanya diatm lebih lanjut dengan Keputusan 

Bupati. 

Pasal 28 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Paeitan. 

Ditetapkan di : Paeitan 
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2003 

BUPAITfACITAN?^ 

T R I S N O 
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(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan 

diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan 

dari Bupati. 

B A B V I I 

PEMBIAYAAN 

Pasal 25 

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kedinasan 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain 

yang sah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

BAB V I I I 

PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 26 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Paeitan Nomor 5 Tahun 200] beserta peraturan 

pelaksanaanya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 27 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai teknik pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Bupati. 

Pasal 28 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peratiuan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Paeitan. 

Ditetapkan di : Paeitan 
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2003 

BUPATI PACITAN 

Cap ttd 

S U T R I S N O 

Nomor 5 Seri D 

Diundangkan d i : Paeitan 
Pada tanggal : 3 Pebruari 2003 

iTARIS DAERAH 

Drs. SUD 
' Pembina tJtama Madya 

NIP. 510 049 978 
Lembaran Daerah Kabupaten Paeitan Tahun 2003 



v. 

SUSUNAN ORGANISASI 
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN C A T A T A N SIPIL 

KABUPATEN PACITAN 

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR ;5 
TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SEKSI 
ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

K E P A L A K A N T O R 

SEKSI 
PELAYANAN AKTE 

CATATAN SIPIL . 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

SEKSI 
PENCATATAN DAN 

PENDATAAN CATATAN 
SIPIL 



SUSUNAN ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN 
PENGOLAH DATA ELEKTRONIK 

KABUPATEN PACITAN 

LAMPIRAN I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR : 5 
TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

KEPALA KANTOR 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

T 
I t I I 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

TEKNOLOGI INFORMASI 



J 

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL LAMPIRAN I I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
KABUPATEN PACITAN NOMOR :5 

• TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

KEPALA KANTOR 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SEKSI 
PEMBERDAVAAN 

SOSIAL 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

SEKSI 
REHABILITASI DAN 

PELAYANAN SOSIAL 

SEKSI 
BANTUAN DAN 

PERLINDUNGAN SOSIAL 



SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KAS DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR : 5 
TANGGAL : 2 Pebruari 2003 

KEPALA KANTOR 

KELOMPOK SUB BAGIAN 
JABATAN FUNGSIONAL TATA USAHA 

1 I I I 

SEKSI 

FENERIMAAN 



1 

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR INFORMASI D A N K O M U N I K A S I LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
KABUPATEN PACITAN NOMOR :5 

TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

K E P A L A K A N T O R 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

1 1 1 
SEKSI HUBUNGAN 

MASYARAKAT DAN 
FEMBERDAYAAN 

INFORMASI 

SEKSI 

MEDIA INFORMASI 

SEKSI 

FROMOSI DAN INFORMASI 

LANGSUNG 

SEKSI 

PERPUSTAKAAN DAERAH 



V Ky 

SUSUNAN ORGAMSASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA LAMPIRAN V I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
KABUPATEN PACITAN NOMOR :5 

TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

KEPALA KANTOR 

KELOMPOK SUB BAGIAN 
JABATAN FUNGSIONAL TATA USAHA 

1 1 I I 

SEKSI 

PEMBINAAN KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN • 

SEKSI 

PEMBINAAN OPERASIONAL DAN 
FENGAWASAN 

SEKSI 

PEbTYIUIKANDAN 
FENINDAKAN 



SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN LAMPIRAN V I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
KABUPATEN PACITAN NOMOR :5 

TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

KEPALA KANTOR 

KELOMPOK SUB BAGIAN 
JABATAN FUNGSIONAL TATA USAHA 

t 1 1 1 1 1 
1 

SEKSI 

FENERIMAAN 

SEKSI 
PEMROSESANDAN 

PENERBITAN 



SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENDIDIKAN DAN P E L A T I H A N LAMPIRAN V I I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
KABUPATEN PACITAN NOMOR : 5 

TANGGAL : 3 Pebruan 2003 

KEPALAKANTOR 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SEKSI 

* T J A B A T A N 

SUB BAGIAN . 
TATA USAHA 

SEKSI 
DIKLAT TEKNIS 

r SEKSI ' 

D I K L A T FUNGSIONAL 

) 



SUSUNAN ORGANISASI KANTOR TENAGA KERJA D A N LAMPIRAN DC : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
TRANSMIGRASI NOMOR :5 

- KABUPATEN PACITAN TANGGAL : 3 Pebmari 2003 

ICEPALA KANTOR 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

1 1 1 1 1 1 1 

i 1 
SEKSI 

PENGEMBANGAN 
SUMBERDAYA 

MANUSIA 

SEKSI 
PENEMPATAN T ENAGA 

KERJA DAN PERLUASAN 
KESEMPATAN KERJA 

SEKSI 
PERSYARATAN KERJA 

DAN FENGAWASAN 
KERJA 

SEKSI 

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL KERJA 

SEKSI 

TRANSMIGRASI 


